






A. Latar Belakang 
Diera industri ini yang berbasis nilai-nilai keislaman yang memberikan 
arahan perubahan, menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki 
kemampuan profesional hukum yang berbasis keislaman yang memberikan 
arah perubahan. Selain itu mengembangkan sumber daya manusia yang 
kompetensi hukum di bidang industri berbasis nilai keislaman yang memberi 
arah pada perubahan. Perjanjian diera industri yang memberikan perubahan 
salah satunya adalah kredit. Kredit yang mengembangkan sumber daya 
manusia sehingga memberikan perubahan untuk memajukan usahanya pada 
era industri saat ini yaitu disebut kredit usaha rakyat. 
Pada dasarnya adanya suatu perjanjian berawal dari perbedaan 
kepentingan kedua belah pihak. Adanya perjanjian menyebabkan kedua belah 
pihak saling berjanji satu sama lain dalam suatu hal. Perjanjian ini merupakan 
kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari 
kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian 
kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan 
sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.
1
 Perjanjian kredit merupakan 
perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur bank yang melahirkan 
hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali 
pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi 
yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan demikian hubungan kredit bank 




Kegiatan suatu yang dapat dilaksanakan oleh bank salah satunya 
adalah memberi kredit. Menurut O.P Simorangkir, Kredit adalah pemberian 
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prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan 
terjadi pada waktu mendatang. Kredit diartikan sebagai penyediaan atau 
tagihan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Undang-
Undang Perbankan),, yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan 
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain 
yang mewajibkan pihakn peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 
waktu tertentubdengan jumlah bunga (Pasal 1 angka 11).
3
  
Aspek yuridis dari perjanjian kredit berupa adanya dua pihak yang 
saling mengikatkan diri. Analisis secara yuridis yang akan dilakukan oleh 
bank terhadap calon debitur meliputi analisis terhadap terpenuhinya syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata. Syarat tersebut, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua pihak yaitu 
pihak bank dengan pihak calon debitur, cakap untuk membuat perjanjian, 
mengenai suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal. Pelaksanaan 
suatu perjanjian, prinsip kehati-hatian sering digunakan dalam pelaksanaan 
perjanjian kredit dalam perbankan. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, bank 
konvensional dan bank syariah harus berhati-hati memilih calon nasabah 
dalam pengajuan permohonan kredit dalam prinsip kehati-hatian agar tidak 
terjadi adanya wanprestasi oleh debitur atau nasabah.
4
  
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan 
oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable.
5
 KUR 
bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan Bank kepada 
UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi 
kemiskinan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri terdiri dari 3 jenis, 
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yaitu KUR Mikro, dengan limit kredit maksimal sampai dengan Rp 25 juta per 
debitur dan jangka waktu maksimal 2 tahun. KUR Ritel, dengan limit kredit di 
atas Rp 25 juta sampai dengan maksimal Rp 200 juta per debitur, dan jangka 
waktu maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit 
investasi. KUR Penempatan TKI, dengan limit kredit maksimal sampai dengan 
Rp 25 juta per debitur dengan jangka waktu disesuaikan dengan masa kontrak 
kerja atau maksimal 12 bulan. 
Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6
 Perbankan dalam pemberian 
kredit, prinsip kehati-hatian adalah melakukan analisis yang mendalam untuk 
memperoleh keyakinan terhadap itikad baik, kemampuan dan kesanggupan 
calon debitor untuk membayar utangnya kembali.
7
 Pemberikan kredit kepada 
debitur harus mempunyai kredibilitas atau kelayakan untuk memperoleh 
kredit. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 10 Tahun 
1998 UU Perbankan, perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sama yang 
sangat strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga kepada hal-
hal non ekonomis seperti masalah stabilitas nasional yang mencangkup antara 
lain stabilitas polotik dan stabilitas sosial.  
Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank 
konvensional yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development. 
Agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 
pembangunan ekonomi di suatu negara.
8
 Kegiatan bank berupa penghimpun 
dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di 
sektor riil. Kegiatan bank tersebut, antara lain memungkinkan masyarakat 
melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi 
barang dan jasa, mengingat kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak 
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dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, 
distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan 
perekonomian suatu masyarakat. 
Prinsip kehati-hatian yang diberikan oleh bank dalam kegiatan untuk 
menyalurkan suatu kredit terhadap nasabahnya merupakan aturan yang wajib 
dilakukan oleh bank. Pemberian kredit harus sesuai sasaran apabila diberikan 
kepada nasabah. Kredit diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan 
memiliki iktikad baik dalam memenuhi prestasinya, untuk membayar hutang 
sesuai waktu yang ditentukan oleh bank dan nasabah. Prinsip kehati-hatian 
digunakan dalam meminimalisir dalam kredit macet. Proses pemberian kredit 
perlu diperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang dikenal dengan 5 (lima) C, 
atau “The Five C Of Credit Analysis” (Character, Capacity, Capital, 
Collateral, Condition of economi).
9
 
Perlunya prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir resiko, apabila 
debitur tidak dapat membayar kembali kredit. Selain itu juga  merupakan 
Salah satu faktor yang mempengaruhi sistem perbankan nasional menjadi 
tidak stabil adalah ketika perbuatan dari si pemilik bank dan para pengelola 
bank yang cenderung melakukan pemanfaatan secara sewenang-wenang dan 
tentunya mengabaikan dari prinsip kehati-hatian dalam melakukan suatu 
usaha.
10
 Selain itu faktor lainnya yang mendukung bank terkena masalah 
adalah lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia.
11
 Pelaksanaan dari suatu 
prinsip kehati-hatian adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan sistem 
perbankan yang baik. 
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan selanjutnya akan ditulis dalam skripsi yang berjudul “KAJIAN 
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YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT 
BERBASIS PRINSIP KEHATI-HATIAN”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada penjelasan latar belakang, maka penulis akan 
melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana syarat dan prosedur perjanjian kredit usaha rakyat di Bank 
Mandiri? 
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian 
kredit usaha rakyat di Bank Mandiri? 
3. Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan 
perjanjian kredit usaha rakyat berbasis prinsip kehati-hatian? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian mengenai Kajian Yuridis Pelaksanaan 
Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Berbasis Prinsip Kehati-hatian, adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur perjanjian kredit usaha rakyat di 
Bank Mandiri. 
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan 
perjanjiakredit usaha rakyat di Bank Mandiri. 
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan 
perjanjian kredit usaha rakyat berbasis prinsip kehati-hatian. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian terhadap Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit 
Usaha Rakyat Berbasis Prinsip Kehati-hatian, diharapkan dapat memberikan 
manfaat, diantaranya: 
1. Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan 




terkait dengan Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha 
Rakyat Berbasis Prinsip Kehati-hatian. 
2. Ilmu Pengetahuan 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan 
perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait 
hukum perdata mengenai Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit 
Usaha Rakyat Berbasis Prinsip Kehati-hatian. 
3. Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi 
kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya 
mengenai hukum perdata dan Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian 
Kredit Usaha Rakyat Berbasis Prinsip Kehati-hatian. 
E. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang 
bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan 
arahan atau panduan bagi penelitian dalam memahami permasalahan dan 










Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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Bank mandiri dalam melakukan kegiatan usaha secara konvensionaal 
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah 
satunya memberikan kredit, yaitu ktedit usaha rakyat. Bank mandiri 
merupakan kreditur yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 
untuk diberikan debitur untuk melakukan usaha. Perjanjian kredit merupakan 
perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur bank yang melahirkan 
hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali 
pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi 
yang telah disepakati oleh para pihak. 
Bank Mandiri dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 
menggunakan prinsip kehati-hatian, sesuai PBI Nomor 3/10/PBI/2001 
mengenai  penerapan  prinsip mengenal nasabah. Berdasarkan prinsip 
mengenal nasabah, maka bank wajib menetapkan kebijakan penerimaan 
nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, 
menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan 
transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko 
yang berkaitan dengan penerapan  prinsip mengenal  nasabah. Setiap debitur 
harus memiliki itikad baik dalam melakukan Kredit Usaha Rakyat, guna untuk 
memenuhi prestasi yang harus dipenuhi. Selain itu debitur harus memenuhi 
syarat dan melakukan sesuai prosedur yang dimiliki oleh bank mandiri. 
Prinsip kehati-hatian yang diberikan oleh bank dalam kegiatan untuk 
menyalurkan suatu kredit terhadap nasabahnya merupakan aturan yang wajib 
dilakukan oleh bank. Pemberian kredit harus sesuai sasaran apabila diberikan 
kepada nasabah. Kredit diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan 
memiliki iktikad baik dalam memenuhi prestasinya, untuk membayar hutang 
sesuai waktu yang ditentukan oleh bank dan nasabah. Prinsip kehati-hatian 
digunakan dalam meminimalisir dalam kredit macet. Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) Bank Mandiri ini rentan dalam kredit macet. Adanya suatu kendala 




Setiap debitur harus memenuhi prinsip 5c sebagai syarat dan prosedur 
kredit, berguna untuk menghindari kredit macet. Walaupun sudah 
menggunakan prinsip kehati-hatian, kreditur selalu mendapat hambatan saat 
debitur membayar hutangnya. Salah satunya pada saat pandemi ini, banyaknya 
debitur yang mengeluh dan meminta kelonggaran pembayaran hutangnya. 
Setiap hambatan bank harus memikirkan upaya apa yang dapat menyelesaikan 
permasalahan yang dimilik oleh debitur, sehingga tidak ada kredit macet. 
F. Metode Penelitian 
Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, 
sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum 
tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah 
dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-
bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut
13
. Adapun metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Metode Pendekatan  
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis 
empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau 
keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk 
mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah 
data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi 
masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
14
 
2. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, dan 
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karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang 
dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud 
untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun 
mencari implikasi. 
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian adalah menetapkan lokasi yang dimana tempat/wilayah 
terjadinya masalah hukum yang akan diteliti, yaitu Bank Mandiri 
Surakarta KCP Pasar Legi. 
4. Jenis Data 
Sehubung dengan penelitian ini yang bersifat yuridis empiris makan 
bentuk dan jenis data yang digunakan oleh penyusun adalah data primer 
dan sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 
lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 
bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber 
informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara 
yang dilakukan oleh peneliti
15
. Data primer ini antara lain: 
1) Catatan hasil wawancara. 
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 




2) Data-data mengenai informan. 
Dalam Penelitian ini informan yang ditentukan adalah pegagawai 
Bank Mandiri Surakarta KCP Pasar Legi. 
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b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 
Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah 
diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, 
buku, dan lain sebagainya
17
. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang di gunakan oleh 
penulis adalah Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data 
dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, artikel, 
internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti
18
. 
b. Dengan melakukan wawancara dengan pegawai Bank Mandiri 
Surakarta KCP Pasar Legi dalam hal ini dapat dikatakan sebagai 
responden. 
c. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan 
adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 
6. Metode Analisis 
Metode Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode 
analisis kualitatif. Dengan menggunakan logika deduktif, yang dimana 
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 
hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 
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